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PERATURAN KEPALA DESA KEDUNQREJO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGREJO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan

Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Femeriniahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

P‘Icgara Rs ublil: Indcnnn1ﬂ Tahiim MTIE NlAamnr EQ

'T‘nmkrlbfln
CSIA 1ANUNL 4vio aWIINTT OV, adaiiudiidia

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahiun 2016 {Lembaian
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
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Nomor 6202);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;
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Pengeloluan Keuangan Desa, e
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i enteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
grasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
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Iz’graturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa,

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor l,Tahun 2016
’f)entang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah heberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3); ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4
Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2022 Nomor 7);
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Peraluran Bupaii Nganjuk Nomor 35 Tanuir 2010 ientang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

_Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
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Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Penghasilan TetaDn, Tuniangan, Tamhahan Tunjangan, dan

o

Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat

Desa,

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
023;
geraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 Fentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2023;
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Menetapkan :

34, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023,

Peralutan Dt.:sa Kedungtejo Nowor 4 Tahun 2022 lentang
Rencana }(exja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa
Kedungrejo Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Desa Kedungrejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 (Lembaran Desa

Kedungrejo Tahun 2022 Nomor 10);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2023 terdiri dari:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 408.000.000,00
b. Transfer Rp. 2.479.279.380,00
¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah RDp. 2.500.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 2.889.779.380,00

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Rp. 1.295.925.380,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa Rp. 1.104.928.908,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Desa Rp. 80.433.092,00
d. Ridang Pemberdayaan Masyarakat

Desa Rp. 180.992.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Desa Rp. 217.500.000,00
Jumlah Belanja Rp. 2.879.779.380,00
Surpius/ (Defisit) Rp. 10.000.000,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,00
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepaia Seksi peilaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat ~mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya
dalam Berita Desa Kedungrejo.

Ditetapkan di Kedungrejo
npgal =Ry
pad%,_{(?,!gggal( i 1 Desember 2022
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